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TENTANG

RUMAH AMAN

BAGI PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUMAJANG,

bahwa dalam rangka untuk meningkatkan
pelayanan kesejahteraan sosial, khususnya masyarakat,
baik secara individu maupun kelompok - kelompok yang
kurang beruntung, cacat, korban bencana alam dan
sosial, keterpencilan, keterlantaran, penyimpangan
prilaku, agar mampu mengembangkan diri serta mampu
melaksanakan fungsi sosialnya dengan baik;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud huruf a, maka perlu mengatur tentang
Rumah Aman bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan
Sosial, dengan Peraturan Bupati.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan  Daerah-Daerah  Kabupaten  Dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9),
sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang
Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang
Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3209);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang
Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap
Perempuan (Convention on The Elimination of All Forms
of Discrimination Against Women) (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);



10.

11.

12.
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14.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3495);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang
Pengesahan ILO Convention Nomor 138 Concerning
Minimum Age for Admission to Employment (Konvensi
ILO mengenai Usia Minimum untuk Diperbolehkan
Bekerja) (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 56,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3835);
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak
Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3886);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang
Pengesahan ILO Convention Nomor 182 Concerning The
Prohibition and Immediate Action for The Elimination of
The Worst Forms of Child Labour (Konvensi ILO No. 182
mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera
Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk
Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3941);

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang
Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 325, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3875) sebagaimana
diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4953);

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 4279, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 39) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5602);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang
Peghapusan Kekerasan Dalam Rumah  Tangga
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4419);
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4720);
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Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang
Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem
Peradilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4638);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004
tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan
Sosial Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indenesia
Tahun 2004 Nomor 144);

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang
Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban
Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604);
Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012
tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5294);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017
tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang
Pengesahan Konvensi Hak Anak;

Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 tentang
Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan
(Trafiking) Perempuan dan Anak;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
310);

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2015 tentang Sistem
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
2036);
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 48
Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Perlindungan
Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Kabupaten
Lumajang (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang
Tahun 2008 Nomor 3 Seri E);

Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 8 Tahun
2016 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah
Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 84);
Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Lumajang Tahun 2016 Nomor 16);

Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 4 Tahun
2018 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
(Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2018
Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Lumajang Nomor 111);

Peraturan Bupati Lumajang Nomor 13 Tahun 2008
tentang  Petunjuk  Pelaksanaan  Penyelenggaraan
Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan
di Kabupaten Lumajang (Berita Daerah Kabupaten
Lumajang Tahun 2008 Nomor 13);

Peraturan Bupati Lumajang Nomor 61 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas
dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten
Lumajang (Berita Daerah Kabupaten Lumajang Tahun
2016 Nomor 61).

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI LUMAJANG TENTANG RUMAH
AMAN BAGI PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN
SOSIAL

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1.
2.
3.

Daerah adalah Kabupaten Lumajang.

Bupati adalah Bupati Lumajang.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan wurusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kabupaten Lumajang.
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang
selanjutnya disingkat PMKS adalah seseorang, keluarga
atau kelompok masyarakat yang karena suatu
hambatan, kesulitan atau gangguan, tidak dapat
melaksanakan fungsi sosialnya, dan karenanya tidak
dapat menjalin hubungan yang serasi dan kreatif
dengan lingkungannya sehingga tidak dapat terpenuhi
kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani dan sosial)
secara memadai dan wajar.
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Hambatan, kesulitan dan gangguan Penyandang
Masalah Kesejahteraan Sosial adalah kemiskinan,
keterlantaran, disabilitas, ketunasosialan,
keterbelakangan, atau keterasingan dan kondisi atau
perubahan lingkungan (secara mendadak) yang kurang
mendukung atau kurang menguntungkan.

Perlindungan Sosial adalah semua upaya yang
diarahkan untuk mencegah dan menangani resiko dari
guncangan dan kerentanan sosial.

Standar Sarana dan Prasarana Penyelenggaraan
Kesejahteraan Sosial adalah ukuran kelayakan yang
harus dipenuhi secara minimum baik mengenai
kelengkapan kelembagaan, proses, maupun hasil
pelayanan sebagai alat dan penunjang utama dalam
Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

Rumah Aman adalah tempat tinggal sementara yang
digunakan bagi penyandang masalah kesejahteraan
sosial, sesuai dengan standart operasional yang
ditentukan.

Standar Opersional Prosedur yang selanjutnya
disingkat SOP adalah serangkaian petunjuk tertulis
yang dibakukan mengenai proses penyelenggaraan
tugas pelayanan penanganan  pelayanan  bagi
penyandang masalah kesejahteraan sosial.

BAB II
ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Asas-asas dalam perlindungan Rumah Aman Sementara
berdasarkan asas:

T ER S0 a0 o

kesetiakawanan;
keadilan;
kemanfaatan;
keterpaduan;
kemitraan;
keterbukaan;
akuntabilitas;
partisipasi;
profesional; dan
berkelanjutan.

Pasal 3

Tujuan diadakannya pelayanan rumah aman adalah:

a.

b.

meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan
keberlangsungan hidup;

memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai
kemandirian;

meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam
mencegah dan menangani masalah kesejahteraan
sosial;

meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggung
jawab sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan
sosial secara melembaga dan berkelanjutan;



(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan
kesejahteraan sosial; dan

meningkatkan ketertiban dan rasa aman dalam sosial
bermasyarakat.

BAB III
SASARAN

Pasal 4

Sasaran Rumah Aman ditujukan kepada:
perseorangan,;

keluarga;

kelompok, dan/atau masyarakat; dan
hasil razia Satuan Polisi Pamong Praja.

a0 o

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan kepada
mereka yang memiliki kehidupan yang tidak layak
secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah
sosial :

kemiskinan;

ketelantaran;

kecacatan;

keterpencilan;

ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku;

korban bencana; dan/atau

korban tindak kekerasan, eksploitasi, dan
diskriminasi.

R a0 T

BAB IV
SISTEM PENYELENGGARAAN
RUMAH AMAN

Pasal 5

Penyelenggaraan pelayanan rumah aman terhadap
PMKS dilakukan secara terpadu berkoordinasi dengan
Dinas Sosial serta seluruh instansi terkait.

Instansi terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mempunyai tugas dan tanggung jawab sesuai dengan
tugas pokok dan fungsinya masing- masing.

Dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya
sebagaimana dimaksud ayat (2) instansi terkait, dapat
melibatkan Perangkat/Pemerintahan Desa, Kelompok/
Organisasi Masyarakat dan/atau tokoh masyarakat .

BAB V

MEKANISME PELAYANAN RUMAH AMAN SEMENTARA

Pasal 6

Mekanisme pelayanan terhadap PMKS yang
diselenggarakan oleh Dinas Sosial selama 2 (dua) minggu di
rumah aman meliputi :



a. pembinaan mental dan spiritual, pelayanan kesehatan,
pelayanan administrasi lainnya yang mendukung
permasalahan sosial lainnya;

b. pelayanan psikososial, konseling dan terapi sosial
merupakan pelayanan yang diberikan oleh pendamping
dalam rangka memulihkan kondisi traumatis korban,
untuk melindungi korban dari berbagai ancaman dan
intimidasi bagi korban dan memberikan dukungan
secara sosial sehingga mempunyai rasa percaya diri,
kekuatan, dan kemandirian dalam menyelesaikan
masalahnya,;

c. pelayanan hukum adalah pelayanan pendampingan
dalam proses hukum bagi anak berhadapan dengan
hukum;

d. pelayanan dasar rumah aman meliputi pemenuhan
kebutuhan sandang, pangan dan pemeriksaan
kesehatan;

e. pelayanan PMKS yang bukan dari Pemerintah Daerah
akan dikembalikan/dipulangkan ke daerah asal sesuai
dengan mekanisme pemulangan orang terlantar;

f. pelayanan berkelanjutan/pengiriman pada tahap
rehabilitasi dan reintegrasi ke Unit Pelaksana Teknis
Dinas Sosial yang tersebar di Jawa Timur maupun
Kementerian Sosial, instansi terkait/lembaga  sosial
yang berkomitmen terhadap masalah sosial,

g. melaksanakan pendataan dan laporan perkembangan
sosial bagi PMKS;

h. melaksanakan penyediaan, pemeliharaan dan
perawatan prasarana dan sarana rumah aman; dan

i. melaksanakan kegiatan ketatausahaan dan administrasi
Rumah Aman.

BAB VI
SUMBER DANA

Pasal 7

Segala biaya yang timbul dan/atau dibutuhkan untuk
kegiatan rumah aman bagi penyandang masalah
kesejahteraan sosial berasal dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
dan/atau penerimaan lain-lain yang sah dan tidak
mengikat.

BAB VII
KERJASAMA

Pasal 8

Dinas Sosial dalam melaksanakan tugas dan fungsinya
dapat melakukan kerjasama dengan
pihak/instansi/lembaga lain dalam bentuk Perjanjian
Kerjasama/Kesepakatan atau bentuk lainnya.



BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lumajang.

Ditetapkan di Lumajang
pada tanggal 29 Januari 2019

BUPATI LUMAJANG
ttd.

H. THORIQUL HAQ, M. ML.
Diundangkan di Lumajang
pada tanggal 29 Januari 2019

Pj.SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG

ttd.
Drs. AGUS TRIYONO, M. Si.

Pembina Tk I
NIP. 19690507 198903 1 004

BERITA DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2019 NOMOR 17



